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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.TR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam

sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat

antara : 

PENGGUGAT,  tempat dan tanggal lahir Berau, 01 Juli 2000, umur 24

tahun,  agama  Islam,  pendidikan  S1,  pekerjaan  xxxxx

xxxxxxx,  bertempat  tinggal  di  xxxxx  xxxx  xxxx,  xxx  xx,

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx

xxxxx,  xxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxx,  dalam  hal  ini

menggunakan  domisili  elektronik  dengan  alamat  email:

hastria.07@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT,  tempat dan tanggal  lahir  Berau,  04 April  1999, umur 25

tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

xxxxxxxx  xxx  xxx,  bertempat  tinggal  di  xxxxx  xxxxxxxx

xxxx  xxxxxxx,  xxx  x,  xxxxxxxxx  xxxxxxxxxx,  xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx,  Kabupaten  Berau,  xxxxxxxx  xxxxxxxxxx

xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal  06 November 2024

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb, Nomor
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564/Pdt.G/2024/PA.TR,  tanggal  06  November  2024,  dengan  dalil-dalil  pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  telah  melangsungkan  pernikahan  dengan

Tergugat  pada  tanggal  12  Juli  2021  di  hadapan  Pejabat  PPN  KUA

xxxxxxxxx  xxxxxxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxx,  xxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxx

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0181/003/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021;

2. Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  hidup  rukun

sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan

dan keduanya bertempat tinggal bersama selama lebih 1 (satu) tahun di

xxxxx  xxxx  xxxx,  xxx  xx,  xxxxxxxxx  xxxxxxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxxxxxxx,

xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kemudian berpindah di Jalan

Cempaka  II,  Kelurahan  Gayam,  Kecamatan  Tanjung  Redeb,  xxxxxxxxx

xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dan terakhir bertempat tinggal di xxxxx

xxxx xxxx, xxx xx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx

xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, hingga berpisah;  

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai seorang anak yang

bernama:    

3.1. ANAK  PERTAMA lahir  di  Berau,  14  Juni  2022,  Belum

Sekolah;  

Saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat; 

4. Bahwa  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  mulai

goyah  dan  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus  menerus

yang sulit didamaikan sejak Agustus 2022;  

5. Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan

Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada April 2024;  

6. Bahwa  sebab-sebab  terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran

tersebut adalah karena:    

6.1. Bahwa Tergugat melakukan pelecehan terhadap saudara

Penggugat  dan  keponakan  Penggugat  hal  tersebut  Penggugat

ketahui berawal dari pengakuan saudara Penggugat dan keponakan

Penggugat;  

6.2. Bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang
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bernama  Purnama  hal  tersebut  Penggugat  ketahui  berawal  dari

melihat isi chat Tergugat dengan perempuan tersebut;  

6.3. Ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengeluarkan

perkataan kasar seperti tidak punya otak;  

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya

sejak April 2024 hingga sekarang selama lebih 6 (enam) bulan, Penggugat

dan Tergugat  telah berpisah rumah karena Tergugat  pergi  meninggalkan

tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini

Penggugat  bertempat  tinggal  di  xxxxx  xxxx  xxxx,  xxx  xx,  xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxx dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx

x, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxx; 

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama lebih 6

(enam)  bulan,  maka  hak  dan  kewajiban  suami  isteri  tidak  terlaksana

sebagaimana  mestinya  karena  sejak  saat  itu  Tergugat  tidak  lagi

memberikan nafkah batin terhadap Penggugat;  

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga

Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan

Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;  

10. Bahwa  dengan  sebab-sebab  tersebut  diatas,  maka  Penggugat

merasa  rumah  tangga  antara  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  dapat

dipertahankan  lagi  karena  perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus

menerus  yang  berkepanjangan  dan  sulit  diatasi  dan  tidak  ada  harapan

untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai

dengan Tergugat; 

Berdasarkan alasan/dalil-dalil  gugatan di  atas, Penggugat mohon agar

Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa

dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;  

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);  

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;  

Subsider:

- Jika  Majelis  Hakim  berpendapat  lain,  mohon  putusan  yang  seadil-

adilnya (ex aequo et bono); 

Bahwa  pada  persidangan  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  telah

datang  menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  datang

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  surat  panggilan

(relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi

dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut

disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak

bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk

bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan

bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Penggugat,  yang

dikeluarkan  oleh  Pemerintah  xxxxxxxxx  xxxxx,  xxxxxxxx  xxxxxxxxxx

xxxxx tanggal 09-11-2023, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa

oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai

dengan  aslinya  dan telah  di-nazegelen,  kemudian diberi  kode  (P.1).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;  
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2. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  atas  nama  Penggugat  dan  Tergugat,

Nomor 0181/003/VII/2021, tanggal 12 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh

Kantor  Urusan  Agama  KUA Sambaliung  xxxxxxxxx  xxxxx  xxxxxxxx

xxxxxxxxxx  xxxxx,  bukti  fotokopi  surat  tersebut  telah  diperiksa  oleh

Ketua  Majelis,  dicocokkan  dengan  aslinya,  yang  ternyata  sesuai

dengan  aslinya  dan telah  di-nazegelen,  kemudian diberi  kode  (P.2).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. SAKSI  1,  umur  24  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan

xxxxxxxx  xxxxxx,  bertempat  kediaman  di  xxxxx  xxxx  xxxx  RT.10,

xxxxxxxxx  xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx  xxxxxxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxx,  di

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  dalam

hubungan sebagai keponakan Penggugat, dan kenal dengan

Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat  dan Tergugat  suami  istri  yang telah lama

menikah,  dan  dari  pernikahannya  telah  dikaruniai  1  (satu)

orang anak;
- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  terakhir

bertempat  tinggal  di  rumah kediaman bersama di  xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau;
- Bahwa sejak tahu 2022 atau 2 (dua) tahun lalu rumah tangga

Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi seringkali melihat dan mendengar Penggugat dan

Tergugat  bertengkar  mulut,  dan  Penggugat  juga  ada

menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar

karena Tergugat  sudah 2  kali  melakukan pelecehan seksual

yakni kepada adik perempuan Penggugat dan juga keponakan

perempuan Penggugat; 
- Bahwa  sejak  6  (enam)  bulan  lalu  Penggugat  dan  Tergugat

telah  berpisah tempat  tinggal,  dan yang pergi  meninggalkan

tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa  selama  berpisah,  keduanya  tidak  pernah  kumpul
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bersama  layaknya  suami  istri  dan  sudah  tidak  saling

memperdulikan lagi, dan tidak ada lagi komunikasi atau saling

cuek;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat

dan  Tergugat  agar  dapat  rukun  kembali  membina  rumah

tangga, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak

bekerja,  bertempat  kediaman  di  xxxxx  xxxx  xxxx  RT.10,  xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxxxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxx, di  bawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  dalam

hubungan sebagai keponakan Penggugat, dan kenal dengan

Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat  dan Tergugat  suami  istri  yang telah lama

menikah,  dan  dari  pernikahannya  telah  dikaruniai  1  (satu)

orang anak;
- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  terakhir

bertempat  tinggal  di  rumah kediaman bersama di  xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau;
- Bahwa sejak tahu 2022 atau 2 (dua) tahun lalu rumah tangga

Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat

dan  Tergugat  bertengkar  mulut,  namun  Penggugat  ada

menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar

karena Tergugat  sudah 2  kali  melakukan pelecehan seksual

yakni kepada adik perempuan Penggugat dan juga keponakan

perempuan Penggugat; 
- Bahwa  sejak  6  (enam)  bulan  lalu  Penggugat  dan  Tergugat

telah  berpisah tempat  tinggal,  dan yang pergi  meninggalkan

tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa  selama  berpisah,  keduanya  tidak  pernah  kumpul

bersama  layaknya  suami  istri  dan  sudah  tidak  saling

memperdulikan lagi, dan tidak ada lagi komunikasi atau saling
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cuek;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat

dan  Tergugat  agar  dapat  rukun  kembali  membina  rumah

tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa  atas  keterangan  para  saksi  tersebut,  Penggugat  menyatakan

menerima dan  membenarkan,  sedangkan  Tergugat  tidak  dapat  didengarkan

tanggapannya;

Bahwa  selanjutnya  Penggugat menyatakan  tidak  akan  mengajukan

apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya

tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu

yang tercantum dalam berita  acara  persidangan perkara  ini  sebagai  bagian

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang,  bahwa selama persidangan hanya  Penggugat yang selalu

hadir  sedangkan  Tergugat tidak  pernah  hadir.  Oleh  karena  Tergugat tidak

pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

dan  tidak  ternyata  tidak  hadirnya  tersebut  disebabkan  oleh  suatu  halangan

yang  sah,  maka  Tergugat harus  dinyatakan  tidak  hadir,  dan  pemeriksaan

perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,  jo Pasal 31 ayat (1) dan (2)

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  Majelis  Hakim telah  berupaya

menasehati  Penggugat secara  langsung  di  persidangan  agar  tidak  bercerai

dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
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 Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya

mediasi  sebagaimana  ketentuan  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan

gugatan  Penggugat mempunyai  alasan  serta  tidak  bertentangan  dengan

hukum,  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  Ayat  (1)  R.Bg.,  gugatan

Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok  Penggugat mengajukan gugatan cerai

adalah bahwa sejak bulan Agustus  2022 antara Penggugat dengan Tergugat

sering terjadi  perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana

termuat dalam surat gugatan Penggugat, puncak perselisihan dan pertengkaran

Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2024 lalu yang akibatnya

Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman dikarenakan Tergugat pergi

meninggalkan tempat kediaman bersama, dan selama pisah antara Penggugat

dan  Tergugat  sudah  tidak  ada  komunikasi  apalagi  menjalankan  kewajiban

sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat

tidak memberikan tanggapan ataupun jawabannya karena Tergugat tidak hadir

dipersidangan  maka  berdasarkan  Pasal  311  R.Bg.  Tergugat  dianggap

mengakui  atau  setidak-tidaknya  tidak  membantah  dalil-dalil  gugatan

Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian sebagaimana yang

dimaksud pada  Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka

Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya

dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah

dinazegelen,  dan  cocok  dengan  aslinya,  merupakan  akta  otentik,  isi  bukti

tersebut  menjelaskan  mengenai  tempat  tinggal  Penggugat,  sehingga  bukti

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan
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pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg  juncto Pasal

1870 KUH Perdata, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di

Indonesia,  perkara  ini  menjadi  kompetensi  relatif dan  merupakan  wilayah

yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Redeb dalam memeriksa dan memutus

perkara a quo;

Menimbang,  bahwa bukti  P.2 (Fotokopi  Kutipan Akta Nikah)  yang telah

dinazegelen,  dan  cocok  dengan  aslinya,  merupakan  akta  otentik,  isi  bukti

tersebut  menjelaskan  mengenai  perkawinan  Penggugat  dengan  Tergugat,

sehingga  bukti  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materiil,  serta

mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  dan  cukup,  sesuai  Pasal

Pasal 285 R.Bg  juncto Pasal 1870 KUH Perdata sehingga harus dinyatakan

terbukti  bahwa  Penggugat dengan  Tergugat adalah suami istri  sah, menikah

pada  tanggal  12  Juli  2021,  hal  tersebut  sesuai  ketentuan  Pasal  7  ayat  (1)

Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu  Penggugat memiliki

kapasitas  sebagai  pihak  dan  mempunyai  legal  standing untuk  mengajukan

gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa  Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana

telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang,  bahwa  kedua  saksi  tersebut  adalah  orang  dewasa  yang

memberikan keterangan secara  terpisah di  bawah sumpah di  muka sidang,

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh  Penggugat serta tidak

ada halangan diterimanya kesaksian para saksi  tersebut,  maka kedua saksi

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan

keterangan  para  saksi,  Majelis  Hakim  telah  menemukan  fakta-fakta  hukum

yang disimpulkan sebagai berikut:

C. Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  suami  istri  sah  yang

menikah pada tanggal 12 Juli 2021;

D. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak;

E. Bahwa sejak 2 (dua) tahun lalu rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat  sudah  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dengan

penyebab karena Tergugat sudah 2 kali melakukan pelecehan seksual yakni

kepada  adik  perempuan  Penggugat  dan  juga  keponakan  perempuan

Penggugat;

F. Bahwa  sejak  6  (enam)  bulan  lalu  diantara  Penggugat  dengan

Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan yang pergi meninggalkan tempat

kediaman bersama adalah Tergugat;

G. Bahwa  selama  berpisah  keduanya  tidak  pernah  kumpul  bersama

layaknya suami istri dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

H. Bahwa pihak keluarga / saksi telah mendamaikan Penggugat dengan

Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  Majelis

Hakim  berpendapat  bahwa  antara  Penggugat dan  Tergugat telah  terjadi

keretakan ikatan batin  sebagai  suami  istri,  akibat  perselisihan hingga terjadi

pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak 6 (enam) bulan lalu hingga

sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah

tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat  telah  berketetapan hati  untuk

bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak

dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah

tangga  yang  bahagia  dan  kekal,  sesuai  maksud  Pasal  1  Undang-Undang
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Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  dan  terwujudnya  keluarga  yang

sakinah,  mawaddah dan rahmah,  sesuai  maksud Pasal  3  Kompilasi  Hukum

Islam,  bahkan  dalam rumah tangga  seperti  itu,  suami  dan  istri  sudah  tidak

dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk

itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk

memberikan  kemaslahatan  bagi  suami  maupun  istri,  tetapi  dengan  melihat

kondisi  rumah tangga  Penggugat dengan  Tergugat sebagaimana tersebut  di

atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja

tidak  lagi  mendatangkan  kemaslahatan,  tapi  justru  hanya  akan  memberikan

penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian

dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang,  bahwa  fakta  tentang  kondisi  rumah  tangga  Penggugat

dengan  Tergugat  yang  telah  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran,  maka

diperoleh  kesimpulan  bahwa  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat ternyata sudah tidak mencapai  tujuan luhurnya dan tidak ada pula

harapan  untuk  dipersatukan  kembali,  sehingga  apabila  tetap  dipertahankan

akan  mendatangkan  rasa  tidak  aman,  madharat  atau  mafsadat  daripada

maslahat   bagi Penggugat dengan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at

Islam  menghindari  madharat atau  mafsadat wajib  didahulukan  dari  pada

mengambil manfaatnya sebagaimana Kaidah Fikih sebagai berikut :

المصالح     جلب على مقدم درءالمفاسد

Artinya  : “Menghindari  kerusakan  lebih  didahulukan  daripada  mengambil

kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa disamping itu majelis hakim perlu mengemukakan

pendapat ahli hukum Islam dalam :

1. Kitab  Ghayatulmaram halaman  77  yang  diambil  alih  menjadi

pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :
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القاضى           عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة م عد اشتد واذ

طلقة

Artinya : “Apabila  istri  telah  memuncak kebenciannya terhadap suaminya,

maka  hakim  diperkenankan  untuk  menjatuhkan  talaknya  suami

dengan talak satu;

2. kitab Fikih Sunah, Juz II halaman 290;

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku

selalu  mendapat  perlakuan  yang  menyakitkan  dari  suaminya

sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan

suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang,  berdasarkan   pertimbangan  tersebut  maka  Majelis  Hakim

berkesimpulan   bahwa   unsur-unsur   alasan  perceraian  sebagaimana   diatur

dalam Pasal  19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 jo. Pasal 134 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,

telah terpenuhi. Oleh karenanya, gugatan cerai Penggugat telah cukup alasan,

yakni  bahwa  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  terus-menerus  terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  dan  tidak  ada  harapan  dapat  hidup  rukun

sebagai  suami  isteri.  Oleh  karena  itu,  Majelis  Hakim  sepakat  untuk

mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang,  bahwa  dengan  dikabulkannya  gugatan  Penggugat,

sebagaimana  yang  tercantum dalam petitum nomor  2  surat  gugatan,  maka

berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,

Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in shughra dari  Tergugat atas diri

Penggugat; 

Biaya Perkara

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
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Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  maka  biaya  perkara  dibebankan

kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil  secara resmi dan patut

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;  

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);  

4. Membebankan kepada Penggugat  untuk  membayar  biaya perkara

sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  yang

dilangsungkan  pada  hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Masehi bertepatan

dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

sebagai  Ketua Majelis,  Bijak  Enhasiwi  Putusukma,  S.H.I.  dan  Jafar  Shodiq,

S.H.I., masing-masing sebagai  Hakim  Anggota,  putusan mana yang pada hari

itu juga  diucapkan  dalam  sidang  terbuka untuk umum, dan dan disampaikan

kepada para pihak melalui Sistem Informasi  Pengadilan pada hari itu  juga,

oleh  Ketua   Majelis  dengan  didampingi  Hakim-hakim Anggota  tersebut  dan

dibantu  oleh  Suhaimi,  S.H. sebagai  Panitera  Pengganti serta  dihadiri  oleh

Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd.

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd.

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Jafar Shodiq, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Suhaimi, S.H.

Perincian biaya perkara :
1. Biaya Pendaftaran  Rp  30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan Rp 34.000,00
5. Biaya Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai                                     Rp                10.000,00  

Jumlah Rp 179.000,00
Terbilang : (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Tanjung Redeb, 4 Desember 2024
Disalin sesuai aslinya
Panitera, 

Muhammad Arsyad, S.H.
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